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PEMERINTAH KOTA PAGARALAM

PERATURAN DAFRAI i KOTA PAGAR ALAM "*

NOMOP <# TAHUN 2010

""ENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PENDUOUK
DAN PENCATATAN SIPIL

DENGAN RAHMA i" TUHAN YANG MAHA ESA

Monimbanq

WAi IKOT'A PAGAP AI.AM,

a. bahwa remluisi Daerah merupakan suniber pendapafan yano
cukup potensial guna membiayai penye'enggaraan Pemeri'ntah
dan pembangu ,an daerah yang nyata. dinamis, perasi dan
bertanggung jawab dengan titik beral pada otonomi daerah;

b. bahwa pt-raturan Daerah KoPa Pagar Aiam nomor 29 tshun 2003
tenUmg retribusi penggantiaa biaya cetak kartu kchiargs, kartu
tancia penduduk dan akta catatan sipil clan Peraturan Daerah
Nomor 02 Tahun 2007 tentang Perubahan Psraturan Daerah
Kota Fagar Alam Nomor 29 Tahun 2003 tentang penganlian
biaya ce.ak kartu keluarga, kartu tanda penduduk dan akta
catatan sipil tidak sesuai lag; dengan biaya operasicna!
penyelenggaraan penduduk dan pencatatan sipil sehingga d'
perlukan pengaiuran secara menyd;.,, -J:, ,„-uk .neujadi
pegangan bagi semua oenyelenqgara yang pernuounqan
dengan kependudukan;

c bahwa dalan ranrika meningkatkan ner;enma?n daerah serein
dengan undano - undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun
2000 yang meagarah pada sisiem pemurigulan pajak dan
re.nbusi yang sederhnna, adil, efoktif dan efisien sehingga dapat
menggerakkan peran serta rnasyarakat dalan pembiayaan
pembangunan maka dipandang perlu setiap pelayanan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipi! yaitu penemifan KK.
KTP dan Akta - akta Pencatatan Sipii dipungut ietribusi.



d. bahwa berdasarkan perlimbangan sebagaimana dimaksud huruf
a ,b dan c diatas. perlu di'etapkan dengan Peraturan Daerah
Kota Pagar Alam;

Mengingat ; 1. Undang-undang Nom.cr t Tahun 1974 tentarig Perkawinan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahur. 1974 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentanq Hukum Acara
Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 8 tahun 2001 Tentang Pembentukan
Kola Pagar Alam (lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115 );

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undanq-L/ndanq Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Neqara Tahun 2008 Nomor 59, tambahan
Lembaran Neqara Nomor 4844;

5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran
Neqara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438V;

6. Undang-undang Nomor 12 Tahur. 2006 tentang
Kewarganegaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4634);

7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adminis'irasi
Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4674),

8. Undang-undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribus! Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130. Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

9. Peraturan Pen enntah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retrihur.i
Daerah (Leml arari Negam Republik indonesia Nomor 119
"•"ahun 2001. Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139 Tahun
2001);

10. Peraturan Penenntah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun
2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Norror 23 Tahun
2006 Tentang Adminiscrasi Keoendudukan (Lembaran Negara
Republik Indon ^sia Tahun 2007 Nomor 80);

41. PcvTiirfar—-Pen-armtah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2069 Tentano Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27



Tahun 199' tearing Pengelolaan Perkembangan
Kependuduknn;

12. Peraturan Pres Jen Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008
Tentang Persyaratan dan Tata Cara Dendaftaran Penduduk dan
Pencatatan Sip'i;

13. Peraturan Pres'den Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2009
le.ntany Pnnerapan Kadu Ta.nda Penduduk Berbasis Nomor
Induk Kependucukan Secara Nasional.

14. Kepatusan Pre =>iden Nomor 52 Tahun 1977 tentang Pe.ndaflaran
- Penduduk;

15. Peraturan (Vfenten Dafarn Negen Nomor 8 Tahun 1977' tentang
Pelaksaraan Pendaftaran Penduduk;

16. Peraturan Merueri Dalam Negen Nomor 4 Tahun 1997 tentang
PPNS di Lingkungan Pernenntah Daerah;

17. Keputusen Menteri Dalam Negen Nomor 117 Tahun 1992
tentang Pelayanan Catatan Sipil"

13. Keputusan Mepieri Dalam Negen Nomor 15 "Tahun 996 tentang
Pedoman Biaya Pelayanan Penduduk

Dengan Pcrsetujuan Bersama

DEWAN PERWAKII AN RAKYAT OAERAM KOTA PAGAR Ai AM

den

WAIJKOTA PAGAR ALAM

MEMUTUSKAN•

Menetapkan : RETRIBUSI PELAYANAN PENDAFTARAN PFNDUDUK DAN
PENCATATAN SIPIL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasni !

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

1. Daerah adalah Kotr. Pagar Alam;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pagar Alam;
3. Kepala Daerah adalah Walikota Pagar Alam;
T Dinas adalah Pina.s Kependudukan dan Pencatatan Sipii Kota

Pagar Alam;

5. Pejabat adalah Pegawai yang diben tugas tertentu dibidang retribusi
daerah sesuai dengnn peraturan perundang - undangan yang
berlaku;



8

Penduduk adalah setiap oranq. baik Warga Neaara Indonesia
maupuii Warga Negara Asing yang bertempat" tinaoal l--4ap
diwiiayah Negara Republik Indonesia yanq teiah niemeriuhi
ketentuan peraturan perundanoan yang berlaku;
Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat dengan KK adalah kartu
identitas keluarga yang memuat data tentang name, susunan dan
hubungan dalam keluarga, serta karakteristik anggota keluarga
Kar^u.Tan^...Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP
adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yano diterbitkan oleh
pemerintah kabupaten yang berlaku diseiuruh \vilayah Neaara
Kesatuan Republik Indonesia; '

9. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Kelahiran, Akta Perceraian Akta
Pengesahan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Ganti Nama
bagi Warga Negara Asing dan Akta Kematian yang ri^ukan oleh
Pernenntah Daerah;

10. Retribusi Pelayanan pendaftaran penduduk dan Pencatatan
selanjutnya disebui retribusi adalah Pembayaian penerbitan KK
KT? dar, Akta Pencatatan Sipil diserahkan atau diberikan oleh
Pemerintah Daerah untuk kepentingan serta dapat d.nikmati oleh
orang pn'badi atau Parian,

11. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam berupa
arahan dan pelayanan yang menyebabkan barang fasilitas atau
pemanfaatan lainya yang dapat dinikmati oleh oranq pribadi atau
badan;

12. Jasa umum adal -, jasa yang disediakan atau diberikan oleh
Pernenntah Kota Pagar Alam untiiK tujuan kepentingan dan
kemanfaatan umuu serta daoai dinikmati oleh orano pribadi ata><
badan;

13. Retribusi jasa umu/a adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau
diberikan oleh pemenniuh daerah l-?t:: Pr.gr.r /Mam ;,-';^ ;u;uap
kepentingan dan kemanfaatan umum seri^dapaT dniKmati'oieh
orang pribadi atau badan-

15.

'6.

Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan venq
memamaafkan, meuikmnti atau menqqunakan /' memakai KK KT°
dan Akt 3 Pencatatan Sipil;

Masa retribusi adal jh suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
penzinan tertentu dari Pemerintah Kota Paoar Alam'

ourat setoran Retrebusi Daerah selanjutnya disingkat SSRD adaleh
sural kcputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi untuk
malakukan pembangunan atau penyetoran retribusi yang berhutanq
ke kas Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam atau ketempat
pemoayaran lam yaig ditetapkan oleh Walikota Pagar Alam;

Surat Ketetapan Retribusi Daerah selanjutnya disebut SKRD adalah
suiat keputusan yang menentukan besarnva jumlah retribusi yanq
terhutang; '



18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Leoih Bayar ssianjutnya disingkat
SKRDLJ adaiah surat keputusan yang menentukan jumlah
keiebihan pembayaran retribusi keiena jumlah kredit lebih besar
dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

19. Surat Tagihan Rethbusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRC
adalah surat untuk meiakukan tagihan retribusi dan atau sanksi
administrasi berupa bunga atau denda;

20. Pemeriksaan ada'ah serangkaian kegiatan untuk mencari,
mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
retribusi berdasarkan peraturan perundang-undanuan retribusi;

21. Penyidikan Tmdak Pidana riibidang retribusi adalah serangkaian
tindaKan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipii.
selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
.r-akti d^.n<^arv._hiikt;...itu membuat terang tindak pidana dibidang
retribusi yang terjadi serta menemukan tersangka..

BAP, If

NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pa sal 2

Nama Retribusi adalah Reinhusi Pelayanan Pendafiaran Penduduk dan
Pencatatan Sipil dipungut Reinhusi Biaya Penerbitan KK, KTP, dan Akta
Pencatatan Sipil.

P ~ r- ~, | O
I <; .y d 1 v>

Objek Retribusi meliputi
1 Kartu Keluarga;
2. Kartu Tanria Penduduk;

3. Akta. Kelahiran;

4. Akta Perkawinan;

5. Akta Perceraian,
6. Akta Pengesahan dan Pengangkatan Anak;
7. Akta Ganti Nama bagi Warga Negara Asmg;
8. Akta Kematian.

Biaya Pelayanan :
1. Biaya pendaftarai' kelahiran penduduk WNI;
2. Biaya pendaftaran kelahiian penduduk WNA;
3. Biaya pendaftaran kematian penduduk WNI;
4. Biaya pendaftaran kematian penduduk WNA;
5. Biaya pendaftaran lahir mati penduduk WNI;
6. Biaya pendaftara.i lahir mati penduduk WNA;',
7. Biaya pendaftaran penduduk WNI;
8. B:sya pendaftaran penduduk WNA;
9. Biaya penerbitan pendaftaran penduduk sementa-a;

10. Biaya pendaftaran plndah penduduk WNI;
11. Biaya surat kete mgan surat tempat tinggal;
12. Biaya surat kete angan perubahan status kewarganegaraan;
13. Biaya pendaftar n pindah penduduk WNA;



14. Blanko kaitu keluarga per set;
15. Blanko kartu tanda penduduk per lembar

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi yang melakukan pembava;an
aias pelayanan yang disediaKan Pemerintah Daerah Kcta Pagar Alam
berupa perolehan / pemanfaatan kartu keluarga, kartu tanda penduduk
atau akla pencatatan s >il.

Pasal 5

Wajib Retribusi adaiah orang pribadi yang mernaniaatkan / menikmati
atau menggunakan / , nemakai kartu keluarga, kartu tanda penduduk
atau akla pencatatan sipil.

BAB Hi.

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Penerbitan PK, KTl'1 dan Akta Pencatatan Sipil dalr3rn Daerah
Kota Pagar Alam teurirsuk jenis Retribusi jasa umurn

BAB IV

CARA MENG'JKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 7

Tincjkat penggunaan jasa ciiukur berdasarkan jumlah kartu keluarga,
kartu tanda penduduk dan akta pencalatan sipil yang ditenbitkan.

EAB V

PRINSIP YANG UIATUR DALAM PENETAPAN STRUKTUR

DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasa! 8

(1) Biaya cetak Kartu Keiuarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan
kelengkapannya, prinsip yang dianut dalam penetapan struktur
besarnya tarif ret1" M_r; aHalah :
a Biaya yang dikelue.rkan oleh pernenn'.ali Dae'ah. sebagai biaya

penqadaan Kartu Keiuarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk
(KTP);

b. Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya
administrasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda
Penduduk (KTP);

c. Biaya lainnya yang berupa blnnko dan formulir sebagai
pendukung / kelengkapan pembuatan Kartu Keluarga (KK) dan
Kartu Tanda Penduduk (KTP).

(2) Biaya Cetak Akta Catatan Sipil prinsip yang dianut dalam penetapan
s'ruktur besarnya tarif retribusi adaiah :
a. Biaya yanq dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk

pengadaan Akta Catatan Sipil;



b. Biaya yanq dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai biaya
admimstrasi pembuatan Akta Catatan Sipil;

c. Biaya lainnya yang berupa blanko dan formulir sebagai
Dendukung /kelengkapan pembuatan Akta Catatan Sipil.

BAB VI

STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI

Pasai 9

Ctruktur dan besarny: tar' retribusi adalah sebnnai tenkut
a Biava penerbitan Kartu Keluarga sebesar Rp. 12.090'
b. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNI sebesar Rp.

J0.0D0/Lbr;
c. Biaya penerbitan Kartu Tanda Penduduk WNA sebesar Rp.

25.000/Lbr;
d. Formulir Isian Biodata Penduduk dan Keluarga. sebesar Rp.

2.000/Set;
e. Biaya Legalisir KK dan KTP sebesar Rp. 1.000/lembar;
f. Biaya penerbitan AKta Pencatatan Sipil;

1. Kutipan Akta Kelahiran Pelaporan sebelum 60 hari Rp. 0,-
2. diatas 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun

- Bagi WNI sebesar/ Rp- 22.500,-
- Bagi WNA sebesar Rp- 30.000,-

3. Kutipan Akta Ke.ihiran Pelaporan diatas 1 (satu) Tahun
•Bagi WNI sebesar / Rp- 2/500,-
- Bagi WNA sebesar Rp- 35.000.-

4. Akta Kelahiran Kutipan kedua dan seteru?nva
• Baqi WNI sebesar / RP 40.000.-
- Bagi WNA sebesar Rp- 60.000,-

5. Akta Perkawinan Pencatatan dalam kantor

-\m r-^t-

Rp. 37.5H0Bagi WNI sebesar /
- Bagi WNA sebesar Rp- 200.000.-

6. .Akta Perkawinai Pencatatan di luar kantor
- Bagi WNI seb sar / Rp- 85.000,
- Bagi WNA set esar RP- 300.000,

7 Akta Perkawinai Kutipan kedua dan selerusnya di dalam kan'.or
rr-n|__\/wyj. sebesar / RP- '160.000,-
Bagi WNA sebesar RP- 350.000,

8 Akta Perkawina i Kuliua.n kedua dan seterusnva di luar kantor
-Bagi WNI seb-sar/ RP- 150.000.-
- Bagi V'MA sebesai RP 400.600,

9 Akta Perceraian
- Bagi WNI sebesar / RP- 150.000,-
- Bagi WNA. sebesar ><P- 300.000,

10. Ki tipan Kedua dan seterusya
- Baqi WNI sebesar / Rp- 200.l00,
- Bagi WNA stoesar ^P- ^o.uuu,

ri. Akta Kematiar
-BagiWNi sebesar / RP- 1o^bJ''
- Bagi WNA sebesar RP- ^-000,-
- kutipar kedua dan seterusnva RP- 80.000,

12 A'; ta Penoakuan dan Ponqesahnn Anak
.BagiWN^ei.esa^ ' RP 40.000,



- Bagi WNA sebc sar Rp. 45.000,
- Kutipan kedua dan seterusnva Rp. 80.000,

13. Akta Pengangka!:an Anak
- Bagi WNI sebesar / Rp. 35.000,
- Bagi WNA sebesar Rp. 75.000,
- Kuthan kedua can seterusnya Rp. 85.000,

14. Sun it Ke^eranpsn pencatatan Sipil
- Bagi WNI sebesar / Rp. 10.000,
-'• Bagi WNA sebe .jar Rp. 20.000,-

15. Perubahan Akta Catatan Sipil
- Perubahan status kewarganegaraan Rp. 30.000,
- Perubahan Ganii Nama Rp. 30.000,

16. Pencatatan Pelaporan Kelahiran, Perkawinan.
Pereeraian & Kematian di LuarKota Pagar Alam Rp. 50.000,

17. 17.Biaya Legalisir Akta 1 iembar Rp. 1.000,

g. Formulir Isian Akta Pencatatan Sipil sebesar Rp. 1 000/lembar;
Biaya Pelayanan ;
1) Biaya Penerbitan Pendaftaran Penduduk

Sementara FV 3.000,
2.) Biaya Penerbitan Pendaftaran Pindah Penduduk. Po. 10.000,
3) Biaya Surat Keterangan Perubahan Status

Kewarganegaraan Rp. 15.000-
4) Biaya Surat Keterangan Pindah Tempat Tinggai Rp. 10.000,

BAB V'ff

M/^SA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERH'JTAN'G

Pasal 10 f

Masa retribusi Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP)
adalah jangka waktu tertentu yang lamanya 2 (dua) tahun.

Pasal 11

Saat terhutangnya retribusi adaiah saat diterbitkan SKRD atau dokurnen
ir.i•, i yai.j^ ui..'Cioai i ?r.t i\ r\ i ?

BAB V!"

W1LAYAH. PEiWJNG'UTAN

Pasal 12

Retribusi yang terhutang dipungut diwilayah daerah, Kota paqar Alam.

BAB iX

SANKSI ADMINISTRASI

Pasa! 1 3

Dalam hal wajiD~7etnbusi ticlak membayar tepat pada waktunya atau
kurang rnemoayar d;kenakan sanksi adminisirasi berupa bunga sebesar
2 % (dua persen) setiap bulan dan retribusi yang terhutang atau kurang
dibayar dan tagih dengan menggunakan STRD didahului dengan Surat
Teouran.



BAS X

PENGURANGAN. KERINGANAN

DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pa sal 14

(1) Kepala Daerah dapat mamberikan pengurangan, keringanan dan
pembebasan retribusi;

i2) Pemberian pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana
dimaksud ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan masyarakat
antara lain dapat diberikan kepada Orang. Cacat, Pelajar,
Mahasiswa dan Orang Tidak Mampu;

(3) Pemberian kebeba..an retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1)
antara lain berusia 60 (enam pufuh) tahun keafas;

BAB XI

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasa! 15

(1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

(2) Retnbusi dipunqut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain
yanq dipcrsnmnknu.

BAB X!i

TATA CARA PEMBAYARAN \

Pasal 15

(i) Pembayaran Retnousi barns diiakukan secara tunai / iunas;
(2) Tata cara pembryaran, penyetoran dan tompat pembayaran

retribusi diatur dengan keputusan Walikoia.

BAB XIII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

(1) Wajib retn! usi yang iidak melaksanakan kewajibrrn, sehingga
merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling iama
3 ( tiga) bulan atau,pidana denda paling banyak 3 (tiga) kaii jumlah
retribusi yang terbutanc yang tidak atau kurang bayar;

(2) Tindak pidana yang dimaksud ayat (1) Pasa! ini adalah

Pasal 18

(1) Surai Teguran atau Surat Peringatan atau Surat Lain yang^sejenis
sebagai awa! pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan / (tuiuh)
hari Sejak saat jatuh tempo pembayaran;



(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuku han sctolah tanggai Surat Teguran
atau surat peringa'an atau surat lain yang sejenis disampaikan,
Wajib Retribusi harus rneiunasi retnbusi yang terutang;

(3) Surat Teguran atau sura' perngatan atau surat lain yang sejenis
sebagaimana yang dimni sud pada ayat PI) dikeiuark.an oieh
Walikota atau pejabai yang ditunjuk.

Pasa! 19

(1) Uak untuk melakuknn penagihan retribusi menjadi kadaluwarsa
setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung Sejak saat
terutangnya retribusi kecua'i jika Wajib Retribusi inelakukan
tindakan pidana dibidang Retribusi;

(2) Kadaluwarsa penagihan Retnbusi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tertangguh jika :
a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik

langsung maupun tidak langsung.

(3) Dalam hal diterbitkan Surat leguran sebagaimana dim iksud pada
ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung Sejak tanggai
diterimanya Surat .Teguran tersebut.

(4) Pengakuan utanq Retribusi secara langsung sebagimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai hutang Retnbusi dan Belum
melunasinya kepada Pemerintah Daerah

(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung dan K...,gL,juan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan
permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasa! 20

(1) Piutang Retribusi ^ang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukar, penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan:

(2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi
Kota yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat
(i);

(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XIV
. CTCMTIIAM DCWVinil/AM

Pasal ?"• .

(1) Peiabat Pegawai Negen Sipil tertentu diiingkungan pernenntah
daerah diberi wewenang khusus sebagaimana penyidik untuk
meiakukan penyinikan tindak pidana dibidang retribusi daerah;



(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah ;
a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan

atau laporan berkenaan dengan tindak pidana perpajakan
daerah dan r, tribusi agar keterangan atau laporan tersebut
menjadi Iebih I mgkap dan jelas;

b. Meneliti, men ;ari dan mengumpulkan keterangan mengenai
orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajikan daerah
dan retribusi;

c. Meminta ketei .wgan dan bahan bukti dari orang pribadi atau
badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang perpajakan
daenah Jan retribusi;

d. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
PtTuOiluknan rencatatan dan dokumen-dokumen lain seda
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;

e. Meminta bantuan tenaqa ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah dan
retribusi;

f. - Menyuruh berhenli, melarang seseorang meninggalkan ruangan
atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa idantitas orang atau badan dokumen yang
sebagirr ana dimaksud huruf (e);

g. Mmnotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah atau retribusi;

h Memangil seseorang untuk didengar dan dipeiiksa sebagai
tersangka atau sakst;

i. Mengheutikan nenyidikan:
i. Melakukan tiudakan lain yang perlu untuk kelancaran

penyidikan tindak pidana dibidang perpajakan daerah menurut
hukum yang dapat dipertanggungjawabkan

(3) Penyidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada
penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 8 Pihuri 1981 tentang Hukum Acara
Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PERAUHAN

Pasai 22

Hal-rial yang belum cukup diatur dalarn Peraturan Daerah ini sepanjang
mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur iebih lanjut oehgan
Peraturan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang .norupakan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan
oleh Walikota sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang
hjikaku*



Pasa! 2<*

Pada saai bedakunya Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah Kota
F'agar Alam Nomor 29 Tahun 2003 tentang Retribusi Pengantian Biaya
Cetak Kah.u Keiuarga, Kartu Tanda Penduduk dan Akta Pencatatan
Sinil dir.ahut dan dinvataknn tidak hi-'daku lard

Pasal 25

Menugaskan kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota
Pagar Alam, Camat dan Lurah se Kota Pagar Alam untuk
melaksanakan ketentuan Perda ini

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggai diundangakan aqar
supaya setiap orang mengetaliuianya, memerintahkan pengundangan
peraturan daerah ini dengan penetapannya dalam Lembaran Daerah
Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di . Pagar Alam
Pada Tanggai ifi-ii-2010

WALIKOTA PAGAR ALAM,

v -*Z??j.„

P. DJAZULI KURIS

Di und a ng ka n d i :P a g a r AI a a i
pada langoa! :£o-»»-2O10
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM,

U< . *! /.,.. .

H. A. FACHRI

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR...'.?...SERL.£.


